- Pendahulnan.

o Hak Kékayaan Inteiektual_(HKI) merupakan kekayaan atau.asset yang - o

L oemaial ek0n0m1 tinggi, yang 1 memberikan manfaat ekonomis bag1 pemﬂiknya

_ -Selam itu, pernanfaatan (eksp101ta51) HKIj [ juga, dapat membenkan sumbangan

: yang cukup besar pada pcrkembangan ekonornl suatu ne gara “Makin

- baik terhadap kepentmgan pennhk hak maupun terhadap kepentmgan pubhk

Oleh karena itu tindakan penegakan hukum untuk melindungi HKI mutlak

diperlukan. Dengan perlmdungan HKIyang mantap, diharapkan. akan dapat

diciptakan keadaan yang kondusif yang dapat:memacu pemngkatan keglatan

perekonomian nasional. Perhndungan HKI yang memadm Juga diharapkan

oleh masyarakat internasional, karena pada beberapa kasus dampak pelanggaran
HKI juga dapat mencakup kepentmgan antar negara, - L

- Dalam posisinya sebagail aparat yang mengawasi lalu lintas barang yang
masuk atau keluar dari wilayah RI (sebagai salah satu border enforcement
agency) Direktorat. Jenderal Bea dan Cukai. berdasarkan Undang-undang
Nomor 10-Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga mendapat tugas dalam
melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam Undang-Undang
Kepabeanan, diatur mengenai : “Pengendalian Impor atau Ekspor Barang
Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelekiual’ (Bagian Kedua Bab X, Pasal
54-64 UU No."10/1995). Dalam fungsi tersebut, Bea Cukai diharapkan untuk
dapat bertindak efektif dalam menangkal pelanggaran HKI yang melintast
dzerah pabean. Karena apabila tidak, di samping kerugian vang dialami di
dalam negeri, tidak terkontrolnya impor atau ekspor barang yang melanggar
HKI juga dapat berdampak pada hubungan perdagangan internasional.

*  Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual,
diselenggarakan oleh BPHN Departermen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakuitas Hukum
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 11-12 Agustus 2003.
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2.

Fakt@r-faktor yang Menyebabkan Menmgkamya ?eianggamﬂ HKI :
Maraknya pelanggaran I*%IKZ{ khususnya pelang garan HKI} yang ‘melintasi

batas negara - te1j ad1 karena beberapa hal, dIantaranya ialah

@

- Semakin menmgkatnya produk~pr0duk yang berbasis HKI dalam
'perdagangaﬂ,

HKI - yang mehputl merek, hak-cipta, paten, disain, dan lain-lain - melekat. -

hamplr pada setiap produk kebutuhan, Jumlah produk yang dlp\,rdagangkan

' yang terkait erat dengan HXIT, semakm memng%.at setiap tahun,
: "':'_"Termptaaya Global Market LR
. Semakin menmgka‘mya perdagangan mtemasxonai karena gln‘oahsas: dan

._"Esemakm ’oelkurangnya hambatan—hambatan memungkmkan produk-
N pmduk tertentu untuk dipasarkan keseluruh duma :

i Memngka‘inya kemajuan teknologn dan ‘skili’, sehmgga peianggamn

- HKI semakin mudah dilakukan dengan biaya kecil;

F Perkembangan teicno}ogl peralatan dan metode teftentu; telah menimbul-
" kan akibat sedemikant rupa sehingga peianggaran HKI menjadz se*nakm
B mudah dan d;lakukan secara meluas :

Kerugian yang Diakibatkan sleh Pelanggaran HE1

‘Sebagaimana diketahui, pelanggaran HKI bukan hanya merugikan ‘eco-

nomic rights’ dari pemilik atau pemegang hak, namun dalam skala yang
lebih Iuas juga menimbulkan dampak negatifbagi pemerintah serta masyarakat
luas, yang secara totalitas memmbuikan kerugzan yang sangat besar.
Keru g1an~kerug1 an tersebut mehpun

@

#

Keruglan konsumen

- Konsumen harus membayar- mahal untuk barang palsu, berkuahtas rendah
~mudahrusak dan mengakibatkan kerusakan materi serta membahayakan
- kesehatan dan keselamatan jiwa;

Kemglan Masyarakat Usaha, Pemegang Hak, Pencipta dan Penemu:

Turunitya nilai penjualan, kerug1an finansial, kerugian moral (inoral rzghts)
rusaknya reputasi, menurunnya kreatifitas dan hilangnya insentif untuk
melakukan i movas; terganggunya pengembangan teknologi;
Kemgaani’emermtah Negara dan Perekonomian:

Terganggunya pereckonomian nasional, hilangnya pendapatan pajak,
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. __'Penegaican Hukum di Bldang HKI 3

.}';---;i.'hﬂangnya kepercayaan mtemasmnal rusalmya morahtas bangsa, terham- :

+ batnya alih teknologi dan. masuknya telmologi bam keengganan PMA
- untuk investast terhambatnya akses’ pasar untukkomodlti eks;mr ancaman '
...-f-;terhadap perdagangan internasional. '

: -_pel'anggaran al tbr laan yang menentukan dalam perhndungan terhadap

; HKI ‘1alah: adanya penegaka"x hukum (enforcemenr) yang- ‘konsisten.
= '.:'Penegakan hukum yang ‘efektif; akan membenkan perlmdungan kepada

pemilik atau pemegang hak, yang selanjutnya akan dapat memberikan

~manfaat bagi penmgkatan berbagm kegzatan daiam masyarakat umum,

42. ]

_ncgara di perekonomlan nasmnal

Penegakan Hukum oleh AparatPemermtah 2\

~“‘Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum di bldang HKI yang efektif
'maka diperl ukan kerjasama, koordinasi dan strategi yang terpadu antara
“‘aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh aparat pemerintah

“ dilaksanakan oleh berbagai instansi yang terkait, antara lain : Kepolisian

- ‘Kejaksaan, Hakim, Ditjen HKI, Deperindag, Pemda, dan lain-lain. Selaim

itu sebagaimana kelaziman internasional, 'sebagai aparat ‘border enforce-

" ment’ maka aparat Bea Cukai juga ikut berperan dalam pelaksanaan

4.3,

perlindungan HKI khususnya terhadap pelanggaran HKI pada barang impor
dan ekspor.

Peran Aktif Pemilik Hak atay Sektor Swasta dalam Penegakan Hukum
(e;zforcemem} e :

- _HKI pada dasamya terkalt dengan kepentmgan dan hakindividual, sehingga
_ pemlhklpemegang hak harus aktif untuk mempertahankan hak dan

kepentingannya. Di beberapa negara, pemilik HKI lebih berperan dalam
melakukan penegakan hukum (enforcement) dan perlindungan terhadap

haknya, sehingga upaya perlindungan/mempertahankan hak lebih

ditekankan melalui ‘civil litigation ' oleh pemilik/pemegang hak.

Peranan aktif pemilik hak ini sangat diperlukan dalam kerangka ‘border
enforcement’, karena Perintah Pengadilan untuk melakukan penangguhan
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'.':'_:pengeluaran barang impor atau ekspor ‘hanya dlberikan berdasarkan -
B _"penmntaan pemilik/pemegang’ hak Dalam tindakan penangguhan karena -
~“jabatan oleh Bea Cukai- (ex—ojf' icio- actzon) ker}asama dan masukarn |

informasi dari pemlhk/pemegan g hak juga'sangat diperlukan; agar tindakan

penangguhan o}eh Bea Cukai dapat efektlf tanpa merugikan salah satu_ _

' pihak

. oleh: orgamsas:s kepabeanan mtemasmnal WCO ( World Cusroms Orga- : .

' 'i'fmazwfz) telah dibentuk: fomm kerJ asama antara sektor—swasta dan Bea

':.ﬁ-_:-3_;_Cukai yaltu “Joint- Cusfoms-Busmess Workmg Group for the 2 protec- -

tion of IPR". W@rxmg group ini mengkoordinasikan strategi penegakan

~hukum, pelanhan dan pertukaran informasi antara wakil-wakil pemilik
v :hak dengan admlmstram kepabeanan di seluruh duma

4.4

Kegasama dengzm chak—ptkak I.am yang T er!ca:t o

Selain pemilik atau pemegang hak, maka beberapa pihak lain juga dapat
ikut berperan dalam mendukung penegakan hukum di bidang HXI,
diantaranya ialah : asosiasi pemilik hak, collecting society, organisasi

- internasional resmi dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang

HKI, serta forum kerjasama bilateral dan multilateral. Melalui pihak-

pihak ini dapat dibina berbagai aktifitas yang mendukung upaya penegakan
~hukum di bidang HKI, termasuk juga upaya preventif yang dapat mencegah
-niat orang untuk melakukan pelanggaran HKI, - sebelum pelanggaran

- -itu dilaksanakan karena berkembangnya kesadaran hukumnya, atau karena

5.1

adanya faktor ‘deterrent . :
Peranan Bea Cukai dalam Perlindungan HKI

Potensi Bea Cukai sebagai ‘Border Enforcement Agency’

. Bebelum berlakunya Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intel-

lectual Properly Rights) instansi Bea Cukai di berbagai negara umumnya
tidak bamnyak terlibat dalam perlindungan HKI. Pengan meningkatnya
perdagangan internasional dan makin meluasnya pelanggaran HKI yang
melintasi batas-batas negara, maka disadari mengenai pentingnya peranan
yang dapat dilakukan oleh Bea Cukai dalam melaksanakan perlindungan
HEKI. Oleh karena itu, secara khusus dalam TRIPs diatur ketentuan tentang
penegakan hukum di bidang impor ekspor barang yang melanggar HK1I,
yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai.
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o _.-._Sebagal aparat ‘border enforcement Bea Cukai dxanggap memzhisn potens:
; ang txdak dapat diabaj.kan dalam pen' gakan hukum d1 bidang HKI, yam.z

: _ Dengan poswmya di pmtu~gerbang dan perbatasan Wilayah negara,
~ maka Bea Cukai akan dapat secara efektlf mence gah dan menangkal
T -barang-barang yang melanggar HKI, sebelum barang tersebut masuk
... dalam sistem distribusi dan peredaran bebas ‘di:mana akan sangat
* sulit dan akan’ memakan bzaya yang '8 gat besar untuk membe-
'“'-'.-.'rantasnyam._ Sy R £t : i . s

e IZIIAparat Bea Cukal mem111k1 kewenangan di bad_ ngnya yang
-melékhkan pemenksaan ﬁszk (termasuk d1 tempat 1mport1r dan
eksportn‘), serta memeriksa dokumen yang berkaltan

S -__Dengan mformas: yang dimiliki Bea Cukai dapat mengidentifikasi
- dan menangani sampeu ke sumber danmana barang yang melanggar
. tersebut berasal, - X v

e -Dengan kerjasama antar Bea Cukal dl berbagal negara (negara
. ‘pengekspor—transit— penglmpor), diharapkan dapat lebzh mengefek-
 tifkan pencegahan pelanggaran HKI. R W 1o

D1ter1manya TRIPs Agreement telah men_}adakan peranan Bea Cuka1 dalam
perlindungan HKI sebagai suatu keharusan. Ketentuan yang diatur dalam
- Part I TRIPs : ‘Enforcement of Intellectual Property Rights ', diantaranya
_ mencakup Sectmn 4 : ‘Special Requirement Related to Border Mea-
sures’, yang mengatur mengenai ‘Suspension of Ralease by Customs
* Authorities” (Penangguhan Pengeluaran Barang oleh Aparat Pabean), yang
- ‘merupakan ketentuan standar yang harus diformulasikan dan diatur dalam
~ ketentuan nasional masmg masmg negara penandatangan WTO Agree-
ments/TRIPs. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka di tiap negara,
~ aparat ‘border enforcement ‘, dalam hai ini Bea Cuka1 hams ikut terlibat
dalam pelaksanaan perhndungan HKI.

5.2._K_eterbatasan-keterbatasan dalam Pelaksanaan Peran Bea Cukai di
bidang HKI,

Menurut kajian WCO, walaupun secara umum Bea Cukai dapat berperan
penting dalam perlindungan HKI ini, terdapat beberapa keterbatasan yang
dapat menghambat efekvifitas Bea Cukai dalam melaksanakan penegakan
hukum di bidang HXI. diantaranya:
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~ve - i banyak negara keterhbatan Bea Cukai dalam perlindungan terhadap

-+, “HKI'merupakan suatu fugas yang baru ditetapkan dalam perundang-

... undangan, sehingga masih terdapat banyak kekurangan kekurangan
o 'daiam pelaksanaannya

Pora g Aparat Bea Cukai harus meiaksanaixan pengawasan terhadap wilayah
wooyang luas: dan pelayanan terhadap kelancaran ‘perdagangan
~i internasional yang semakin meningkat volumenya Bea Cukai harus
mernangani bermacam-macam kepentmgan dan priontas dengan _

' '_'-'prasarana yang terbatas, -

©ooe “Ruang lingkup dan tmgkat kewcnangan yang d1ber1kan lc:epada Bea
+ - Cukai berbeda ditiap negara (walaupun terdapat standar perlindungan
minimal yang diatur dalam TRIPs).

©* WCO menyatakan bahwa peranan Bea Cukai harus dirumuskan secara
 tepat agar intervensi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di
bidang HKI, tidak menghambat arus perdagangan barang-barang yang
- seh. Hal ini sesuai dengan fujuan penegakan hukum/perlindungan HK]
|+ yang termuat daiam Preambule/konsideran dari TRIPs, yang menyatakan
bahwa ‘perlu dlpastlkan/duaga agar tindakan dan prosedur pencgakan
hukum dibidang HKI tidak aksn menjadi hambatan/bamer terhadap
perdagangan yang sah (legztzmate trade) b

6. TRIPs (Agreement on Trade Related Aspeca‘s of Intellectual Property
Rights) dan Kaitannya dengan Perlindungan HKI oleh Bea Cukai

Perlindungan HKI sangat penting artinya bagi perkembangan teknologi
baru dan perdagangan internasional. Keyakinan dan dorongan bagi para penermu/
peneliti untuk melakukan inovasi dan penemuan-penemuan, hanya akan terjadi
apabila ada jaminan perlindungan HKI yang baik. Perlindungan HKI yang
memadai juga akan memacu peningkatan lalu-lintas perdagangan internasional,
ekspor, investasi dan alih teknologi.

Beberapa perjanjian intemasional sebelumnya (antara lain : Paris Con-
vention dan Berne Convention) telah mengatur mengenal standar perlindungan
minimum yang harus diberikan terhadap HKI. Narmnun TRIPs lebih memperluas
scope perlindungan tersebuf, dengan menetapkan standar perlindungan,
aturan-aturan mengenai penegakan hukumnya (enforcement), dan aturan
mengenai penyelesaian persclisihan antar negara.

TRIPs merupakan suatu dokumen yang sangat berpengaruh bagi terjadinya
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: reformas: peraturan pemndang-undangan d1 bzdang HKI Dengan beriakunya
5 TRIPS negara-negara anggota WTO, termasuk sej umiah negara industri maju,

- ha.rus melakukan perubahamperubahan dan penyesuzaian undang-undang HKI,

o agar sesuai dengan standary yang: dxtetapkan dalam TRIPs. Sejumiah kewaj iban
“yang dlatur dalam TRIPs menghendaki agar. negara-negara tersebut mengatur
_dalam’ perundang-undangan nasional, prosedur dan tindakan- tmdakan yang.

- d1periukan sehangga penegakan hukum dapat teriaksana secara efektn

o Sebagal konsekuen51 dan dltandatangan va F 1na1 Act dan Uruguay Romld

i pada tahun’ 1994; dan dlsahkannya Agreemerit :Estabhshmg World Trade Or-
: gamzauon dengan Undang undang nomor 7 tahun 1994, maka ketentuan dalam
TRIPs, yang merupakan bagian. dari persetujuan WTQ, juga dlterlma dan
berlaku di Indonesia. Sej ak tahun 1997 beberapa perundangan di bidang HK1
mengalarm pﬁrubahan agar sesuax dengan ketentuan standar yang dzatur dalam

Undang undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang lahzr
pada masa:itu, juga. mengmtrodus:r dan mengakomodasikan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam WTO Agreements, antara lain . GATT Valua-
tion,: Anti Dumping Countervailing Measures, selain itu juga pengaturan
mengenai IPR Border enforcement dalam TRIPs.

.-Dalam Part III Persetujuan TRIPs diator mengenai penegakan hukum di
bldang HKI (Enforcement of IPR), yang mencakup juga mengenai standar
prosedur berkaitan dengan impor dan ekspor barang yang diduga melanggar
HKI (Part IIl Section -4 : Special Requzrement Related to Border Measures).

Part 11T Section 4 ini mengatur mengenai prosedur penangguhan pengeluaran
barang oleh Bea Cukai. Sesuai dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan
(comphafzce) dengan TRIPs, maka ketentuan standar tersebut telah dimuat
dalam UU No. 10/1995 Pasal 54-64, yaifu mengenai ‘Pengendahaﬁ Tmpor
dan Ekspor Barang-barang yang Melanggar HEKI’. Dengan demikian
perlindungan HKI yang dilaksanakan oleh Bea Cukai di Indonesia telah
mengacu pada standar minimum yang d1tantukan dalam TRIPs, yang berlalou
secara internasional. =

‘Pasal 51 TRIPs menekankan perlunya penegakan h\i_kum atas impor atau
ckspor barang yang melanggar HKI dengan cara pemalsuan merek (countei-
Jeiting) serta pembajakan hak cipta (piracy). Selanjuinya, dalam TRIPs juga
berleku azas ‘national trearment’, sehingga dengan demikian penegakan hukum
yang dilakukan, selain memberikan perlindungan HKI terhadap pemilik/
pemegang hak domestik, juga harus memberikan perlindungan HKI yang sama
terhadap right owner/right holder asing,
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s umﬁang Nomor 10 Tahun 1995

7.1,

._'.'___Bea Cukai =

Dalam kerangka perhndungan HKI tmdakan atau kewenangan yang dapat'
dzla}.sanakan oleh Bea Cukai adalah tindakan : ‘penangguhan sementara

. -'waktu pengeluaran barang [P or atau ekspordari kawasan pabean’ {(Fasal

o 54 UU No: 10/1 995} atau yang- dalam TRIPs disebut se’oagaz suspens:an_ k

e ofs re!ease by customs’ (Article 51 TRIPs). -

" Tindalan penanggunan pengeluara‘a barang oleh Bea Cukai tersebut_

"'__'d1anggap cukup efektif untuk mencegah adanya pe}anggaran HKI_

Tindakan penangguhan yang dilaksanakan pada ‘exi!’ atau ‘entry point’
di Kawasan Pabean ini dapat mencegah barang masuk atau keluarnya
‘suatu party barang dalam jumlah besar, yang diduga melanggar HXJ,

* sebelum barang tersebut masuk ke peredaran bebas. Apabila barang tersebut

7.2.

sempat masuk ke peredaran bebas dan tersebar ke jalur distribusi komersial,
maka penegakan hukumnya akan lebih rumit dan memakan biaya yang
besar.

Palam UU No. 10/1995, tindakan penangguhan pengeluaran barang yang

diduga melanggar HKI oleh Bea Cuka1 dapat dilaksanakan berdasarkan

dua alasan, yaitu ;

o Berdasarkan Perintah Tertulis dari Ketua Pengadilan Negen setempat
(Pasal 54);

*  Dilakukan karena jabatan (ex-officio), apabila terdapat bukti yang
cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dan hasil
pelanggaran merek atau hak cipta (Pasal 62).

Jenis-jenis GKI yang Dapat Ditangguhkan pengeluarannya

= Berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995, maka jenis-jenis HKI yang
dapat dimintakan penangguhan pengeluarannya oleh Bea Cukai
meliputi : Merek dan Hak Cipta.!

Dalam TRIPs, standar minimum yang ditentukan bagi jenis HKI yang dapat ditangguhkan
pengeluarannya oleh Bea Cukai, hanya meliputi merek dan hak cipta. Di negara lain, seperti Austra-
lia, Bea Cukai setempat hanya melakukan penangguhan pengefuaran untuk barang yang melanggar
hak cipta dan merek; sedangkan di Jepang, sesuai dengan kepentingan negaranya, tindakan
penangguhan oleh Bea Cukal meliputi : hak cipta, merek, paten, disain, circuit-layout, dan utility
maodel.

: Tm dakan Penmz ﬂgm}z an Semem‘ara Waktu Penge!uamn Bamﬁg alek;

. - Ketentuan dan Prosedur Peaaegakan Hukum HKI daﬁam E}ndang-
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Menurut Pasal 64 UU No. 10/ 1995 df:ngan Peraturan Pemermtah
o -3p€~:ngendahan impor. atau ekSpor barang vang melanggar HKI juga
.. -dapat dlperluas untuk jenis HKI selain merek dan hak cxpta (m1sainya
o terhadap paten d1sa1n mdustn dan 1a1n~1a1n) -

; _Dalam Rancangan Peraturan Pemenntah bagz pelaksanaan Pasai 54.
. 64UU No. 10/1995 dlrencanakan bahwa penangguhan pengelua}:an
i :"'3-"barang dari Kawasan Pabean juga berlaku untuk gems-_;ems HKI lam -

j:.-selam merek dan hak mpta"' i :

7 3. ,Pe.n an gguhan Peﬂgeluamn Barang Berdasarkan Perm tak T ertuizs K etua

Peﬂgadﬂan Negvrz Sezempaz -

-]

'Daiam TRIPS diatur bahwa daiam hal pexmhk atau pemegang hak
" memiliki ‘bukti yang cukup untuk menduga adanya impor barang
" yang melanggar hak merek atau hak cipta, ia dapat mengajukan
 permintaan tertulis kepada pihak yang berwenang — administratif

atau judisial —untuk dilakukannya penangguhan pengeluaran barang

- -tersebut oleh Bea Cukai. -

E -'Berdasarkan Pasal 54 UUNo. 10/ 1995 maka di Indonesza permintaan
: -(oieh permhk atau pemegang hak)' tersebut diajukan kepada Ketua
* Pengadilan ‘Negeri setempat, Dengan’ demikian, maka diperlukan

adanya Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat kepada

--Bea Cukai untuk melaksanakan penangguhan pengeluaran barang.

Di beberapa negara permmtaan semacam ini diajukan kepada Bea
'_ Cukai, tanpa melalui ‘pengadilan. Prosedur pengajuan permintaan
AN penangguhan langsung kepada Bea Cukai ini (dikenal dengan re-

E " cordation atau notification) dalam pelaksanaannya jauh lebih efektif

- dibandingkan dengan pengajuan permintaan melalui Pengadilan
- Negeri, karena Bea Cukai dapat bertindak langsung berdasarkan data-

data yang disampaikan pemﬂlk atau pemegang hak dalam permo-
._honamya e, . T :

7.4, Persyaratan yang Harus Dipenuhi Untuk Meminta Penangguhan
Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulzs Ketua Pengadilan
Negen

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 10/1995, maka permmtaan penangguhan

Standar yang ditetapkan dalam TRIPs hanys mengatur barang tmpor, dalam UU Kepabeanan
penangguhan pengeluaran dapat dikenaken terhadap barang impor maupun ekspor.
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: ::pengeluaran barang kepada Ketua Pengadﬂan Negerl sete:mpat diajukan
e dengan dxsertal ' .

Bukti yang cukup mengena1 adanya peianggaran merek atau hak -

- - cipta yang bersangkutan :

_ '_Buktx pemxhkan merek atau hak czpta yang bersangkutan

S _Permczan dan keterangan yang Jjelas mengenai. barang impor atau
" “ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan
- .cepat dapat d1kenah oleh Pejabat Bea dan Cukali, dan ' -

-';-:J aminarn.

Jamman, Kepenimgan Pemzlzk Bamizg ticm Gam‘x Rugz o

Pihak yang meminta penangguhan pcngeluaran barang wajib menaruh

Jamman yang cukup nilainya, yang tujuannya adalah :
*

:Melindungi pihak yang diduga meiakukan pelanggaran dan kerugmn
tonyang tidak perlu; :

Mengurangi kemungkman berlangsungnya penyalahgunaan hak

- (untuk prakiek dagang yang merugikan pihak lain, dengan melum-
. pubkan saingan dagangnya); melindungi Pejabat Bea dan Cukai dan
- kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya

perintah penangguhan.

. Dalam Pasal 55 d diatur, bahwa - kepentmgan pemilik barang tidalk
diabaikan, sehingga dalam keadaan tertentu (misalnya kondisi atau

sifat barang yang cepat rusak), importir, eksportir atau pemilik barang
impor atau ekspor, dapat mengajukan permintaan kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan kepada Pejabat

. Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan pengeluaran barang.

Dalam pengajuan permintaan ini juga harus diserahkan jaminan.

Selanjutnya apabila dari hasil pemeriksaan perkara kemudian terbukii
bahwa barang impor atau ekspor yang ditangguhkan ternyata tidak

merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak

cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoieh
ganti rugi dari pemilik/pemegang hak yang meminta penangguhan.
Ganti rugi ini dapat dibayarkan dari jaminan. Ganti rugi sebagaimana
dimaksud diatas diatur dalam Article 56 TRIPs (Indemnification of
the Importer and of the Owner of the Goods),yaitu pernbayaran
kompensasi yang rnemadai atas kerugian yang terjadi karena
penangguhan yang salah.
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geluaran barang ¢ ﬂaksanakan untuk 3angka_waktu palmg _
'ma sepuluh han kerja g : i .

s :'3Berdasarkan alasan dan syarat tertentu, dengan perintah tertulis dari Ketua |

-Pengadﬂan Negen setempat Jangka wakt'u penangguhan dapat

-"penangguhan tersebut d1sertai dengan p

jangan Jamman i

. -pemegang hak’ (right owner atau rzgkt holder) harus aktif untuk
-:___._mempertahankan hak«-ha_knya sedangkan peranan Bea Cukax ddﬁl&h
,;membantu terlaksananya. perhndungan HKI. Dalam prosedur
' penangguhan berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/ 1995 ini, pexmhk atau
‘pemegang hak harus aktif untuk mengumpulkan buktx—buk’n ‘menyiapkan
- persyaratan yang dlperlukan dan menga_]ukan permmtaan penangguhan

_ -kepada Ketua Pengadﬁan Negen setempat

. _':Dalam hal barang yang dlduga melanggar HKI teiah d1tangguhkan

_-pengeluarannya oleh Bea Cukax, ‘maka pemxhk atau pemegang hak

_menggunakan kesempatan dalam jangka waktu 10 hari kerja (dapat

~ diperpanjang untuk 10 hari kelja) untuk melakukan langkah-langkah atau

" upaya-upaya hukum dalam mempertahankan haknya sesuai ketentuan

" yang berlaku, antara lain dengan mengajukan gugatan ke PengadllanNegen
setempat (Pasal 57 UU No. 10/1995).

°  Jangka wakitu tersebut merupakan standar yang d1atur daiam TRIPs Ar-
" ticle 55 (Duration of Suspenszon) .

7.7. Kewajiban yang Dilakukan Bea Cukaz

» “Kewajiban Bea Cukaz atas penenmaan Permtah Tertuhs dan Pengadﬂan
_""f_'Negen adalah : SR

. Memberxtahukan secara tertuhs kapada 1mport1r ekspomr atau
pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran
barang impor atau ekspornya; . :

»  Melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor
dari Kawasan Pabean, terhitung tanggal diterimanya Perintah Tertulis.

e Kewajiban ini perlu dilaksanakan dengan baik, karena prinsip dari Ar-
ticle 42 TRIPs : Fuir and Equitable Proceduyres, menekankan hak pemilik
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 Barang/importir, untuk menerima pemberitahuan yang cepat dan lengkap,

.. yangmemuat dasar.klaim yang diajukan oleh pemilik hak. Dalam Ar-

- mengajukan penangguhan harus d1bentahu sescgera rnungkm mengenal

ticle 54 TRIPs (Notice of Suspension) importir maupun pihak yang

' :_:_ dtlakukannya penangguhan tersebut

7.8.

:Peitgakizzmrz Pen angguhaan

Apabala dalam jangka waktu sepuluh han kerja PC_] abat Bea Cukaz txdak _
" menerima pemberitahuan dari pzhak yang meminia penangguhan bahwa -

'tmdakan hukum telah dilakukan, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak

_memperpangang secara tertuhs Pejabat Bea Cukai wajib mengakhiri

~ tindakan penangguhan pengeluaran barang. Selan_; utnya barang dzpmses/

7.9.
Dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentmgan
pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk memperta- -

hankan hak, dxmungkmkan bagi pemilik/pemegang hak melakukan
'p_e;_n_er__lksaa_n atas barang impor/ekspor yang diduga melanggar HKI.

diselesalkan sesuaz ketentuan kepabeanan _' s

Pemeriksaan B arang Oleh Pemewaug/Pemxlzk H ak

. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat (Pasal. 58 UUNo.10/ 1995) dan dilakukan dengan
sepengetahuan Pejabat Bea Cukai.

Dalam pemberian izin pemeriksaan, kepentingan pemilik barang (antara
lain kepentingan untuk menjaga rahasia dagang atan informasi teknologi)
juga perlu diperhatikan secara wajar.

Article 57 TRIPs mengatur mengenai Right of Inspection and infor-
mation’, dimana selain hak untuk memeriksa barang yang ditangguhkan
pengeluarannya, pemegang hak juga berhak untuk mendapatkan informasi
dari instansi yang berkompeten, mengenai nama dan alamat pengirim
barang, importir, penerima dan jumlah barang.

7.10. Penangguhan Pengeluaran Barang Karena Jabatan (Ex-Officio Ac-

-

tion)

Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat juga
dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai, apabila terdapat
bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari
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3 : hasﬂ pelanggaran merek atau hak c1pta (Pasal 62 UU No 10/ 1995)
G deakan penangguhan: '

deakan ini dﬂa}mkan hanya kalau d1m111k1.bukt1-bukt1 yang'cukup, dan
-tu;uannya __ada_lah un’cuk mencegah peredaran barang-barang yang

perekonomian'pada umumnya

: _;_-_-Dalam hal d1a'n'3b11 t:ndakan:pcnangguhan karena jabatan, maka berlaku
: sepenuhnya tata cara sebagalmana dlatur dalam Undang-undang Merek
: '.:dan Undang undang Hak Clpta o

e Dalam TRIPS dmyatakanbahwa ex—oﬁ" czo actzon m1 merupakan tmdakan
S penangguhan pengeiuaran barang yang’ dllaksanakan atas 1n151at1f dari
mstan51 yang berkompeten (dalam haf 1n1 Bea Cukaa) TRIPs juga

'penangguhan pengeiuaran barang dlbcbaskan dari penggantian kerugzan
apabxia tindakan tersebut dﬂaksanakan berdasarkan itikad baik ( in good

fa:th)

71 1 ,Bamng yang Dzkecualzkan tiart Ketentuan Pelanggaran HKI (De
o inimis Impory) . o A3 AN

« Pasal 63 UU No. 10/ 1995, mengatur bahwa ketentuan penangguhan

pengeluaran barang yang, tidak diberlakukan terhadap jenis-jenis barang

.- sebagai berikut :: barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut

- pelintas batas atau barang kiriman melalui pos afau Jasa t1t1pan yang
tidak dimaksudkan untuk tujuan komermai i

. ""'Ketentuan tersebut berlaku mtemasmnal sesua; yang dlatur dalam Ar-
'_'tlcie 60 TRIPS (De Mzmmzs Import) '

7.12. Peraturan Pemerintak Sebagai Pelaksanaar =~

o Pasai 64 (2) UU No. 10/1995 menyatakan bahwa : ketentuan lebih lanjut
yang diperlukan bagi pclaksanaan Pasal 54-63 diatur dengan Peraturan
‘Pemerintah. Dengan adanya ketentuan tersebut dan Kenyataan bahwa
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54-63 UU No. 10/1995 masih belum
terinci dengan Jelas maka adanya Peraturan Pemerintah tersebut mutlak
dxperlukan _
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8.

Impiementasn Parimdungan HEKI oieh Bea Cukal LT

" Pelaksanaan perlmdungan HKI oleh Bea Cukai di Indonesia baru d1mulal

sejak berlakunya UU Nomor 10 Tahun 19935, yaitu pada tanggal I Januari

+.71997. Dengan demikian masth diperlukan berbagai perbaikan, pembenahan
dan . ‘penycmpurnaan, baik’ terhadap sumber ‘daya manusia, peraturan :

: :nelaksanaan prosedur, dan prasarananya. Dalam rangka penympan sumber

" daya manusia, Bea Cukai telah melaksanakan dan mengmuisertakan
_-_-_persom}nya daiam berbagal pelat:han mengenal HEIL.

--'--.-Belum adanya Peraturan Pemermtah mengaklbatkan pelaksanaan

peuwendahafz impor dan ekspor barang yang melanggar HKI oleh Bea

. Cukai belum dapat dilakukan secara maksimal. Sehingga sangat mendesak
. untuL_ se gera dz‘nua’mya Peraturan Pemenntah yang mengatur secara jelas

dan rinci mengenai pelaksanaan Pasal 54-64 UU No. 10/1995 tersebut.

- _Prosedur penangguhan berdasarkan Permtah Tertulis Ketua Pengadilan,
J 'periu diatur lebih IanJut agar prosedur tersebut dapat dilaksanakan dan

. d1manfaatkan oleh pemilik/pemegang hak

Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud telah disiapkan dengan
melibatkan instansi-instansi pemerintah terkait serta sekior swasta, yang

* telah memberikan berbagai masukan, dan Draft RPP tersebut telah diajukan

ke Sekretariat Kabinet. Diharapkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut,

. mantinya akan menjadi produk hukum yang dapat memberikan

perlindungan HEI yang memadai.

-Untuk lebih mengefektifkan kewenangan ‘ex-officio’ dari Bea Cukai,

dan sebagai alternatif dari penangguhan berdasarkan Perintah Pengadilan,
dalam RPP tersebut akan diintrodusir sistem pencatatan (recordation)
oleh pemilik hak kepada Bea Cukai. Sistem ini diadopsi dari sistem yang
lazim dilaksanakan di banyak negara, di mana pemilil/pemegang hak
mengajukan permintaan (application notice) kepada Bea Cukai untuk
mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran HKI.

Meskipun Peraturan Pemerintah tersebut belum ada, sesuai dengan
komitmen untuk memberikan perlindungan HKI, secara konsisten Bea
Cukai telah melaksanakan tindakan-tindakan perlindungan terhadap
HK! berdasarkan kewenangan ‘ex-officio *yang ada. Sejak tahun 1998
Bea Cukai telah menahan ratusan ribu keping CD/VCD/CDR/DVDY/
LD, termasuk beberapa puluh ‘stamper /master yang melanggar HKI.
Oleh karena Bea Cukai tidak memiliki wewenang untuk menyidik
petanggaran HKJ, maka hasil pencegahan tersebut diserahkan kepada
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o t1dak dapat dzteruskan ke pengadﬂan

____dzhadapz 1alah bahwa suht untukmenemukan pem:lzk/pemegang hak yang
- hak. kekayaan mtelektualnya d:}anggar sehmgga kasu' Z'Rasus te;sebut .

. Seiam 1tu DH;]BI} Bea Cukzn juga menenma banyak pengaduan dan pemxhk .

o ;;.;hak mengena1 pe}anggaran HEI melalm 1mp0r/eksp0r Untuk T Kantor_- L

:HKI berdasarkan pengaduan tersebut

Tujuan yang ingin dlcapal dalam Persetujuan WTO/TRIPS adalah
mengurangi distorsi dan hambatan dalam perdagangan internasionsal.
Dalam TRIPs dmyatakan bahwa dengan peningkatan perlindungan HKI
. yang efektlf dan memadai, hams dijamin bahwa tindakan dan prosedur
" dalam peneg&kan hukum di bldang HKIitu t1dak 2kan menjadi hambatan
. bagi lalu-lintas perdagangan yang ssh. Selain hal tersebut diatas, Bea
Cukai:pada saat ini juga dituntut untuk meningkatkan fungsi ‘trade

. fucilitation’ - membantu memperlancar perdagangan - sehingga

. - pemeriksaan fisik terhadap barang impor atau ekspor hanya dilakukan

" secara selektif (selective examination), dan Bea Cukai harus bertindak

* hati-hati dalam melakukan pencegahan terhadap partax/conszgnmem barang
““yang diduga melanggar HKI agar tldak memmbulkan kerugian yang tidak
A damgmkan ' . :

-Oleh karena itu dlperiukan kerj asama dara pemihk/pemegang hak untuk
menyampatkan informasi yang akurat tentang kemungkinan terjadinya
pelanggaran HKI, agar dengan teknik ‘visk assessement ‘ yang diterapkan
dapat ditarget barang yang benar-benar melanggar HKI.

Selanjutnya pemilik hak juga harus memperhatikan mengenai risiko yang
mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penangguhan pengeluaran
barang oleh Bea Cukai, yaitu terjadinya kelambatan pengiriman barang
(delay) dan kemungkinan terjadinya serangkaian kerugian vang dialami
oleh importir/eksportir/pemilik barang akibat kelambatan tersebut. Dalam
undang-undang diatur bahwa ganti-rugi terhadap kerugian ini apabila
temyata barang yang ditangguhkan tidak melanggar HKI harus ditanggung
oich pemilik hak yang meminta penangguhan.

Untuk dapat mencapai efektifitas penegakan hukum di bidang HKI,
khususnya dalam kerangka ‘customs IPR border enforcement’, maka Bea

75

: Epéﬁbegahan terhada __Barang nnpor atau ekspor yang d1duga melanggar .' S




- . ':Cukal memerlukan dukungan kerjasama dan koordmas1 dengan aparai-..
.. aparat penegakhukum lain, instansi-instansi yang terkait dengan masalah
i HKi masyarakat usaha Cpnvate sector pemlhk hak), dan orgamsas1~_ -

o _orgamsam lamnya

DATA HASIL E?ENCEGAHAN BARANG YAN G MELAN GGAR HKE | B
v GLEH DITJEN BEA C‘{}KAI =

JUMLAH (PCS)

.| VIDEO
| copvD-

AUDIO CD.

CD-ROM
/SOFT.
WARE

‘GAMES
.CD .

: _'_."1919_8_: ':

34112 |7

4787

N __20;470 N

5,600

1 64.969

1990 | 204660 | amsor | 130,170 282.637
2000 | 168473 | 14579 112,000 195.052
To001 | 290815 /4 4 290.315

7807 | 1357 kS 9.164

TOTAL

705.867

68.530

842.637
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